SALINAN

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN NIAS SELATAN
Nomor : 2 SERI: D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan
Daerah Kabupaten Nias Selatan tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan
Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5059);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
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Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6864);

Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6633);

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara  Perencanaan, Pengendalian dan  Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang
Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70
Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037
(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor
2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor
33);
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Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Sumatera Utara Nomor 76);

Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 6 Tahun 2014
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nias Selatan
Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Selatan
Tahun 2014 Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 1 Tahun 2025
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun
2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun
2025 Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NIAS SELATAN
dan
BUPATI NIAS SELATAN

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

i
2

Daerah adalah Kabupaten Nias Selatan.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
Bupati adalah Bupati Nias Selatan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat
DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang
berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun
2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah
dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 5
(lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan Tahun
2029.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen
Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima)
tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program
kepala daerah dengan berpedoman pada Rencana Jangka
Panjang Daerah dan RPJM Nasional terhitung sejak tahun
2025 sampai dengan tahun 2029.
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Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya
disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk
periode 1 (satu) tahun.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD
dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut
Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan
Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan
Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang
diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan
daerah.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan
dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Tujuan adalah penjabaran atau implementasi pernyataan misi
yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima)
tahun mendatang.

Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu
program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program
indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah
Daerah untuk mencapai tujuan.

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau
lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk
mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi
anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

BABII
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk menetapkan
dokumen RPJM Daerah sebagai dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah yang menjadi landasan dan pedoman
bagi Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Pembangunan
Daerah yang berkesinambungan.

Peraturan Daerah ini bertujuan agar dokumen RPJM Daerah
menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD dan Renstra
Perangkat Daerah.

BAB III
KEDUDUKAN

Pasal 3

RPJM Daerah disusun dengan berpedoman pada RPJP Daerah
dan RPJM Nasional.

RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat
tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah
dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan
lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka
pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima)
tahun.
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BAB IV
SISTEMATIKA
Pasal 4
Sistematika RPJM Daerah meliputi :
a. BABI : PENDAHULUAN;

b. BABII : GAMBARAN UMUM DAERAH;

c. BABIII : VIS, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH,;

d. BABIV : PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
DAERAH; dan

e. BABV : PENUTUP.

Ketentuan mengenai isi dan uraian dari sistematika RPJM

Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam

lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Daerah ini.

BAB V
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5
Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang Perencanaan Pembangunan
Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
RPJM Daerah.
Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJM Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk
mewujudkan :
a. konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil
perencanaan Pembangunan Daerah;
konsistensi antara RPJM Daerah dengan RPJP Daerah;
konsistensi antara RKPD dengan RPJM Daerah; dan
kesesuaian antara capaian Pembangunan Daerah dengan
indikator kinerja yang telah ditetapkan.
Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi :
a. pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan
Pembangunan Daerah;
b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana
Pembangunan Daerah; dan
c. evaluasi terhadap hasil rencana Pembangunan Daerah.
Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJM Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-
undangan.

ko

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah
Kabupaten Nias Selatan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nias Selatan
Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Selatan
Tahun 2021 Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 7
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran

Daerah Kabupaten Nias Selatan

Ditetapkan di Teluk Dalam
pada tanggal 9 Oktober 2025

BUPATI NIAS SELATAN,

ttd

SOKHIATULO LAIA

Diundangkan di Teluk Dalam
Pada tanggal 9 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN,
ttd

IKHTIAR DUHA
Pembina Utama Madya
NIP. 19660412 199203 1 022

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 2
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN,
PROVINSI SUMATERA UTARA : (3-123/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA'B GIAN HUKUM SETDA KAB. NIAS SELATAN,
'

¢

ANTON NIUS TELAUMBANUA, SH
NIP. 19820403 200903 1 007




PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

PENJELASAN UMUM

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerataan
pendapatan, penciptaan kesempatan kerja dan lapangan usaha, peningkatan
akses serta kualitas pelayanan publik, dan penguatan daya saing daerah,
Pemerintah Kabupaten Nias Selatan menyusun Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) sebagai dokumen perencanaan pembangunan
daerah untuk jangka waktu lima tahun. Penyusunan RPJMD ini merupakan
amanat Pasal 263 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, yang menegaskan bahwa RPJMD merupakan salah satu
dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun berdasarkan
kewenangan daerah dalam kerangka sistem perencanaan pembangunan
nasional.

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang
memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan dan keuangan
daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang
dilengkapi dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu
lima tahun. Penyusunan dokumen ini berpedoman pada Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nias Selatan Tahun
2025-2045 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
Tahun 2025-2029, sehingga terjamin kesinambungan pembangunan
antarperiode kepemimpinan daerah.

RPJMD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025-2029 disusun untuk mendukung
arah pembangunan daerah selama periode pemerintahan kepala daerah hasil
pemilihan tahun 2024. Selain sebagai dokumen perencanaan lima tahunan,
RPJMD juga menjadi pedoman utama dalam penyusunan dokumen
perencanaan pembangunan lainnya, seperti Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), dan Rencana Kerja
Perangkat Daerah (Renja PD), yang seluruhnya merupakan bagian dari sistem
perencanaan pembangunan nasional yang meliputi jangka panjang, menengah,
dan tahunan.

Tujuan utama penyusunan RPJMD ini adalah untuk menjabarkan visi, misi,
dan program kepala daerah ke dalam arah kebijakan pembangunan lima
tahunan yang terukur dan terarah; menjamin terciptanya keterpaduan,
keselarasan, dan sinergi pembangunan antara pemerintah kabupaten,
pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat; menjadi pedoman bagi perangkat
daerah dalam menyusun dokumen teknis sektoral dan tahunan; serta
mengarahkan pemanfaatan sumber daya daerah secara efektif, efisien,
berkeadilan, dan berkelanjutan.

Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025-
2029 dirumuskan secara partisipatif bersama para pemangku kepentingan
pembangunan daerah dan menjadi dasar penyusunan misi, tujuan, sasaran,
strategi, arah kebijakan, dan program prioritas pembangunan daerah. Visi yang
diusung dalam RPJMD ini adalah: "Mewujudkan Masyarakat Adil Makmur,
Berdaya Saing, Inovatif, Berkelanjutan, dan Lestari Berkeadaban." Dengan
ditetapkannya Peraturan Daerah ini, diharapkan seluruh perangkat daerah,
pemangku kepentingan, dan masyarakat dapat bersinergi dan berperan aktif
dalam mewujudkan visi pembangunan daerah yang inklusif, berkeadilan, dan
berkelanjutan untuk Kabupaten Nias Selatan lima tahun ke depan.




II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.
Pasal 2

Cukup Jelas.
Pasal 3

Cukup Jelas.
Pasal 4

Cukup Jelas.
Pasal 5

Cukup Jelas.
Pasal 6

Cukup Jelas.
Pasal 7

Cukup Jelas.




